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Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Education, Youth and
Sports Office of Yogyakarta Special Region Province using the Work Unit Revenue
and Expenditure Budget Realization Report. The analysis carried out includes
revenue variance analysis, revenue growth ratio, expenditure variance analysis,
expenditure growth ratio and expenditure compatibility ratio. The results of this
study indicate that financial performance seen from the analysis of revenue
variance for the 2017-2021 period can be said to be good. Revenue growth is
said to be very good because it is dominated by positive growth. Analysis of
expenditure variances for the 2017-2021 period shows that financial performance
has been said to be very good because the realization of expenditure set does
not exceed the expenditure budget. Expenditure growth is said to be increasing
because the results of the analysis in 2017-2019 and 2021 are positive. Based on
the expenditure compatibility ratio, it can be seen that operating expenditure still
dominates total work unit expenditure when compared to capital expenditure.

Keywords: Financial Performance, Budget Realization Report, Analysis
of Revenue and Expenditure Budget Realization

—---------------------------------------------------------------------------------

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja. Analisis yang
dilakukan meliputi analisis varians pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan,
analisis varians belanja, rasio pertumbuhan belanja dan rasio keserasian belanja.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari analisis
varians pendapatan periode tahun 2017-2021 sudah dapat dikatakan baik.
Pertumbuhan pendapatan dikatakan sangat baik karena didominasi dengan
pertumbuhan bernilai positif. Analisis varians belanja periode tahun 2017-2021
menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dikatakan sangat baik karena
realisasi belanja yang ditetapkan tidak melebihi anggaran belanja. Pertumbuhan
belanja dikatakan naik karena hasil analisis pada tahun 2017-2019 dan 2021
bernilai positif. Berdasarkan rasio keserasian belanja, terlihat bahwa belanja
operasi masih mendominasi total belanja satuan kerja jika dibandingkan dengan
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belanja modal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Analisis
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

PENDAHULUAN
Pelaporan keuangan merupakan proses

yang penting bagi sebuah entitas. Pada
organisasi sektor publik, khususnya
pemerintahan dan satuan kerjanya, laporan
keuangan memungkinkan penggunanya
untuk dapat membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Disamping itu, melalui data-data
yang terdapat dalam laporan keuangan,
pengguna laporan keuangan dapat menilai
kondisi keuangan daerah, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas, menilai
ketaatan suatu entitas terhadap peraturan
perundang-undangan, serta menilai kinerja
suatu entitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah
merupakan derajat ketercapaian dari suatu
hasil kerja di bidang keuangan daerah yang
meliputi penerimaan dan belanja daerah
selama satu periode anggaran (Marselina et
al., 2023). Saat ini, kinerja instansi
pemerintahan menjadi perhatian bagi
khalayak, sebab berbagai fenomena
menyiratkan bahwa instansi pemerintah
sering melakukan pemborosan, bahkan
mengalami kerugian (Widianti et al., 2022).
Untuk itu, pengukuran kinerja yang objektif,
transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan
masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan
hal yang penting untuk menilai akuntabilitas
pengelolaan keuangan (Suhaedi, 2019).
Penilaian akuntabilitas tidak terbatas pada
aspek penyerapan dan penggunaan
anggaran, namun juga terkait dengan
ketepatan sasaran penggunaan dana,
pengalokasian anggaran yang efektif, efisien,
serta ekonomis (Marselina et al., 2023).

Salah satu dokumen yang memuat
data-data untuk melakukan pengukuran
kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran
(LRA). Menurut PP No. 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
LRA merupakan laporan keuangan yang
menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan

pemakaian sumber daya keuangan yang
dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menyajikan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan. Pengukuran kinerja melalui LRA
dapat dilakukan dengan membentuk rasio
keuangan dari pos-pos yang terdapat pada
LRA.

Pengukuran dan analisis kinerja
keuangan pada institusi pemerintahan
menjadi topik yang cukup sering diteliti, baik
di tingkat pemerintah provinsi,
kota/kabupaten, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), maupun desa. Penelitian
terdahulu yang menganalisis kinerja
keuangan SKPD dilakukan oleh beberapa
peneliti. Patih et al. (2022) melakukan
penelitian untuk menganalisis kinerja
keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa secara
umum kinerja belanja dinas terkait dapat
dikatakan baik, karena berdasarkan analisis,
setiap tahunnya dinas terkait mampu
melakukan efisiensi anggaran. Putri (2021)
melakukan analisis terhadap kinerja
keuangan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar menggunakan
rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio
efisiensi. Hasilnya menunjukkan bahwa dinas
terkait termasuk kategori mandiri, namun
kurang efektif dalam memenuhi anggaran
setiap tahunnya. Terkait dengan penilaian
kinerja berdasarkan rasio efisiensi, peneliti
tidak dapat mendefinisikannya, karena biaya
yang dikeluarkan bukan berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, melainkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Monika & Bustari (2020) melakukan analisis
kinerja keuangan pada Dinas Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok. Hasil
analisis menunjukkan bahwa varians
pendapatan belum baik sedangkan untuk
kinerja belanja cukup baik. Pertumbuhan
aset, ekuitas, dan pendapatan,
masing-masing mengalami peningkatan yang
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cukup baik diiringi dengan realisasi belanja
yang juga meningkat. Sedangkan, derajat
desentralisasi pada SKPD ini perlu perhatian
khusus, karena angka yang sangat rendah.
Dalam hal efektifitas dan efisiensi
pendapatannya menunjukan kurang efektif
dan tidak efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kinerja keuangan Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah
Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY).
Berdasarkan Pergub Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 41 tahun 2008, Disdikpora
memiliki kewenangan untuk melaksanakan
urusan pemerintah daerah di bidang
pendidikan, kepemudaan, dan olahraga,
kewenangan dekonsentrasi, serta tugas
pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Analisis kinerja dilakukan untuk tahun
anggaran 2017 hingga 2022. Berdasarkan
LRA tahun 2017 hingga 2022, serapan
anggaran belum maksimal, namun realisasi
pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi
belanja. Untuk itu, pada penelitian ini penulis
menggunakan analisis varians pendapatan,
analisis pertumbuhan pendapatan, analisis
varians belanja, analisis pertumbuhan
belanja, dan analisis keserasian belanja.
Analisis tersebut dilakukan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dari satu
periode dibandingkan dengan periode
sebelumnya dengan tujuan untuk dapat
mengetahui bagaimana kecenderungan yang
terjadi.

KAJIAN PUSTAKA
1. Teori Stewardship

Teori stewardship pertama kali
dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991)
sebagai kritik terhadap adanya unsur
individualis dan kelalaian agent yang
memunculkan masalah keagenan. Teori ini
merupakan alternatif atau perluasan dari teori
agency yang sebelumnya dikemukakan oleh
Jensen & Meckling (1976). Sama seperti teori
agency, teori stewardship juga
mengidentifikasi adanya bentuk keagenan
dalam suatu entitas. Namun, teori
stewardship mengasumsikan bahwa manajer
mengambil peran sebagai steward yang akan
bertindak untuk kesejahteraan principal
(Keay, 2017).

Teori stewardship berakar pada ilmu
psikologi dan sosiologi (Van Puyvelde et al.,
2012). Menurut teori ini, steward tidak
menjadikan kepentingannya sebagai tujuan
utama. Steward dipandang sebagai pihak
yang dapat dipercaya, menghayati nilai-nilai
organisasi, fokus pada tujuan kolektif, dan
mengutamakan kepentingan yang lebih luas
(Schillemans & Bjurstrøm, 2020).

Dalam konstruksi hubungan masyarakat
dengan pemerintah, masyarakat bertindak
sebagai principal, yakni pihak yang memberi
sumberdaya dan kewenangan kepada
pemerintah sebagai steward untuk mengelola
sumber-sumber daya yang dimiliki
sebesar-besarnya bagi kemakmuran
masyarakat. Jika direlevansikan ke penelitian
ini, masyarakat sebagai principal memberi
mandat dan kewenangan kepada principal,
yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai representasi pemerintah untuk
mengelola sumber-sumber daya yang ada,
melakukan pengambilan keputusan, dan
menjalankan berbagai tindakan strategis
untuk memaksimalkan kesejahteraan dan
kemajuan di bidang pendidikan,
kepemudaan, dan olahraga. Principal
diharapkan untuk dapat menunjukkan kinerja
yang baik, termasuk dalam hal kinerja
keuangan, sehingga terhindar dari masalah
keagenan, yaitu ketidakselarasan tujuan
agent dan principal. Untuk itu, pengukuran
kinerja menjadi media yang tepat dalam
menilai dan mengevaluasi kinerja principal.

2. Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) merupakan salah satu wujud bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas
penggunaan keuangan daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah dan operasional
pemerintah daerah. Menurut PP No. 71 tahun
2010, laporan keuangan daerah adalah
laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut peraturan
perundang-undangan wajib untuk

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.
Equilibrium: Jurnal Bisnis & Akuntansi. 101



menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat
dikatakan bahwa laporan keuangan daerah
merupakan proses pengindentifikasian,
pengukuran, pencatatan mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka
pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. LKPD terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL), Neraca,
Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Pengukuran Kinerja Keuangan
Daerah
Kinerja keuangan pemerintah daerah

merupakan derajat ketercapaian dari suatu
hasil kerja di bidang keuangan daerah yang
meliputi penerimaan dan belanja daerah
selama satu periode anggaran (Marselina et
al., 2023). Pengukuran kinerja keuangan
daerah penting dilakukan, sebab pengukuran
dan analisis kinerja keuangan daerah dapat
memberikan masukan kepada para
pengambil keputusan dalam hal pengelolaan
keuangan daerah (Siregar & Mariana, 2020)
dan menjadi peringatan dini terhadap kondisi
keuangan daerah (Indriani et al., 2020).
Menurut Widianti et al. (2022), pengukuran
kinerja keuangan organisasi sektor publik
memberi beberapa manfaat, antara lain: (1)
Mengidentifikasi atau mengetahui
ketercapaian keinginan masyarakat, (2)
Membantu organisasi memahami lebih dalam
proses yang selama ini dilakukan, (3)
Memastikan bahwa pengambilan keputusan
telah dilakukan mengacu pada data dan
fakta, (4) Mengetahui dan merancang
langkah-langkah perbaikan yang perlu
dilakukan, (5) Menilai apakah perbaikan telah
benar-benar dilakukan, dan (6)
Mengungkapkan permasalahan yang belum
diketahui. Kinerja keuangan daerah dapat
diukur dengan menganalisis laporan
keuangan, yaitu berupa rasio keuangan
(Tumija & Sinta, 2022).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh dengan
teknik dokumentasi, yakni LRA Disdikpora
DIY. LRA yang digunakan adalah LRA periode
2017-2021. Analisis yang digunakan untuk
mengukur kinerja keuangan adalah analisis
rasio keuangan, yang mencakup: (1) Analisis
varians pendapatan, (2) Rasio Pertumbuhan
Pendapatan, (3) Analisis varians belanja, (4)
Rasio Pertumbuhan Belanja, dan (5) Rasio
Keserasian Belanja. Rasio Keserasian Belanja
terdiri atas Rasio Belanja Operasi dan Rasio
Belanja Modal.

Gambar 1
Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan dilakukan
dengan cara menghitung selisih antara
realisasi pendapatan dengan pendapatan
yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih
(realisasi pendapatan melebihi jumlah yang
dianggarkan) maka dapat dikatakan bahwa
satuan kerja memiliki kinerja keuangan
pendapatan yang baik, sedangkan jika
terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan
kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka
kinerja keuangan pendapatan daerah dinilai
kurang baik (Mahmudi, 2010).

Hasil perhitungan varians pendapatan
Disdikpora DIY disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 1
Varians Pendapatan Disdikpora DIY

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan varians
pendapatan yang disajikan pada tabel di atas,
terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021,
varians (selisih) pendapatan Disdikpora DIY
selalu bernilai positif. Hal ini mengindikasikan
bahwa realisasi pendapatan selalu melampaui
pendapatan yang dianggarkan. Adapun
rata-rata varians pendapatan Disdikpora DIY
adalah sebesar Rp 595.801.161,60. Nilai
tersebut tergolong dalam kriteria Baik, artinya
Disdikpora DIY efektif dalam melakukan
penganggaran pendapatan dan dalam upaya
untuk memenuhinya.

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Rasio pertumbuhan pendapatan

(income growth ratio) adalah ukuran
seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan ketercapaian pendapatan dari
satu periode ke periode berikutnya. Rasio
pertumbuhan pendapatan diperoleh dengan
memperbandingkan pendapatan periode
terkait dengan pendapatan pada periode
sebelumnya.

Tabel 2
Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Disdikpora DIY

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio
pertumbuhan pendapatan Disdikpora DIY
yang disajikan pada tabel di atas, terlihat

bahwa realisasi pendapatan sejak tahun 2016
hingga 2021 cukup berfluktuasi. Pada tahun
2017 dan 2020, rasio pertumbuhan
pendapatan bernilai negatif. Hal ini berarti
bahwa pendapatan pada tahun tersebut lebih
rendah dibandingkan dengan pendapatan
pada tahun sebelumnya. Namun, secara
rata-rata, rasio pertumbuhan pendapatan
Disdikpora DIY adalah 9,39%. Nilai ini
tergolong dalam kriteria sangat baik, sebab
rata-rata pertumbuhannya bernilai positif dan
hampir menyentuh angka 10%.

3. Analisis Varians Belanja
Analisis varians belanja dilakukan

dengan cara menghitung selisih antara
realisasi belanja dengan belanja yang
dianggarkan. Jika terdapat selisih kurang
(realisasi belanja melebihi jumlah yang
dianggarkan) maka dapat dikatakan bahwa
satuan kerja memiliki kinerja pengelolaan
belanja yang buruk. Hal ini disebut sebagai
unfavorable variance, sedangkan jika
terdapat selisih lebih (realisasi belanja kurang
dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja
pengelolaan belanja satuan kerja dinilai baik.
Hal ini disebut sebagai favorable variance.

Tabel 3
Varian Belanja Disdikpora DIY

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan varians
belanja yang disajikan pada tabel di atas,
terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021,
varians (selisih) belanja Disdikpora DIY selalu
bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa
realisasi belanja selalu kurang dari biaya yang
dianggarkan. Maka, seluruh varians termasuk
dalam kategori favorable variance. Adapun
rata-rata varians belanja Disdikpora DIY
adalah sebesar Rp 114.328.359.275,42. Nilai
tersebut tergolong dalam kriteria favorable,
artinya Disdikpora DIY efektif dalam
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mengelola belanjanya.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja
Rasio pertumbuhan belanja merupakan

rasio yang menunjukkan kemampuan satuan
kerja dalam mengelola stabilitas belanjanya
dari tahun ke tahun. Pada umumnya, besaran
belanja cenderung meningkat dari waktu ke
waktu karena berbagai alasan, misalnya
inflasi, perubahan kurs, perubahan jumlah
cakupan layanan, dan penyesuaian terhadap
faktor makro ekonomi. Namun, pertumbuhan
belanja harus diikuti dengan pertumbuhan
pendapatan yang seimbang. Apabila
pertumbuhan belanja dan pendapatan tidak
seimbang dalam jangka menengah, akan
mengganggu kesehatan fiskal. Rasio
pertumbuhan belanja diperoleh dengan
memperbandingkan belanja periode terkait
dengan belanja pada periode sebelumnya.

Tabel 4
Rasio Pertumbuhan Belanja Disdikpora

DIY

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio
pertumbuhan belanja yang disajikan pada
tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja
sejak tahun 2016 hingga 2021 didominasi
peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi
pada tahun 2017, yakni sebesar 269,98%.
Namun, pada tahun 2020 rasio pertumbuhan
belanja mengalami penurunan. Secara
rata-rata, rasio pertumbuhan belanja
Disdikpora DIY adalah 65,71%. Nilai ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan belanja
Disdikpora DIY cenderung signifikan.

5. Analisis Keserasian Belanja
Analisis keserasian belanja dilakukan

dengan melihat rasio belanja operasi dan
belanja modal terhadap total belanja satuan

kerja. Rasio-rasio ini menunjukkan proporsi
masing-masing jenis belanja terhadap total
belanja satuan kerja. Analisis keserasian
merupakan rasio yang mendeskripsikan
aktivitas satuan kerja dalam memprioritaskan
alokasi dananya.

5.1 Rasio Belanja Operasi
Rasio Belanja Operasi merupakan rasio

yang menunjukkan proporsi belanja operasi
dalam total belanja satuan kerja. Semakin
tinggi Rasio Belanja Operasi, semakin tinggi
pula total belanja satuan kerja yang
dialokasikan untuk belanja operasi.
Umumnya, belanja operasi mendominasi
belanja satuan kerja, yaitu sekitar 60%-90%.

Tabel 5
Rasio Belanja Operasi Disdikpora DIY

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio
Belanja Operasi yang disajikan pada tabel di
atas, terlihat bahwa Rasio Belanja Operasi
Disdikpora DIY cukup berfluktuasi, namun
konsisten pada kisaran di atas 80%.
Rata-rata Rasio Belanja Operasi untuk
periode 2017 hingga 2021 adalah 89,34%.
Hal ini mengindikasikan bahwa belanja
operasi merupakan aspek belanja yang
mendominasi di Disdikpora DIY dan masuk
dalam kategori “sangat serasi” karena berada
di tingkat kriteria antara 81-100%. Besaran
Rasio Belanja Operasi perlu menjadi
perhatian satuan kerja, sebab belanja operasi
bersifat jangka pendek, karena manfaatnya
habis dikonsumsi dalam satu periode (Siregar
& Mariana, 2020).

5.2 Rasio Belanja Modal
Rasio Belanja Modal merupakan rasio

yang menunjukkan proporsi belanja modal
dalam total belanja satuan kerja. Belanja

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.
Equilibrium: Jurnal Bisnis & Akuntansi. 104



modal akan memberikan manfaat jangka
menengah dan panjang. Selain itu, belanja
modal tidak rutin dilakukan. Belanja modal
akan mempengaruhi neraca, yaitu menambah
aset. Kebalikan dengan belanja operasi,
pemerintah daerah yang tingkat pendapatan
daerahnya masih tergolong rendah pada
umumnya justru memiliki proporsi belanja
modal yang lebih tinggi dibandingkan
pemerintah daerah yang tingkat
pendapatannya tinggi. Hal ini disebabkan
pemerintah daerah dengan pendapatan
rendah berorientasi untuk giat melakukan
belanja modal sebagai bagian dari investasi
modal jangka panjang, sedangkan
pemerintah daerah pendapatannya tinggi
biasanya telah memiliki aset modal yang
mencukupi. Umumnya, proporsi belanja
modal berkisar 5%-20%.

Tabel 6
Rasio Belanja Modal Disdikpora DIY

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio
Belanja Modal yang disajikan pada tabel di
atas, terlihat bahwa Rasio Belanja Modal
Disdikpora DIY mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Rata-rata Rasio Belanja
Modal sebesar 10,67%, hal ini menunjukkan
bahwa nilai persentase tersebut tergolong
dalam kriteria yang “tidak serasi” karena
berada ditingkat kriteria antara 0-20%.

KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

varians pendapatan Disdikpora DIY dapat
dikatakan baik, karena selama tahun
2017-2021 realisasi pendapatan selalu
melampaui anggaran pendapatan. Hal ini
juga selaras dengan rasio pendapatan yang
secara rata-rata masuk dalam kategori sangat
baik. Varians belanja Disdikpora DIY masuk

dalam kategori favorable, sebab realisasi
belanja selalu lebih rendah dari anggaran
belanja. Hal tersebut juga selaras dengan
rasio pertumbuhan belanja yang secara
rata-rata mengindikasikan peningkatan.
Dalam hal rasio keserasian, terlihat bahwa
rasio belanja operasi lebih tinggi
dibandingkan rasio belanja modal. Hal ini
mengindikasikan bahwa belanja operasi
menjadi pos belanja yang mendominasi total
belanja Disdikpora DIY.

Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa Disdikpora DIY cukup baik dalam
mengelola anggarannya. Hal ini diharapkan
dapat terus dilanjutkan. Namun, belanja
operasi perlu diperhatikan secara khusus agar
persentasenya dapat terus terjaga, sehingga
tidak mengganggu keseimbangan fiskal.
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